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PENDAHULUAN 

 

Konsep-konsep seperti hukum kodrat, Renaisans, 

rasionalisme, sosialisme, historisisme, negara, Ekstensionalisme, 

dan filosofi Realisme Hukum semuanya memainkan peran penting 

dalam perkembangan pemikiran politik dan filosofis. Sejarah ide-

ide ini dan hubungannya satu sama lain dibahas di bawah ini.1 

Hukum kodrat adalah filosofi filosofis yang menyatakan bahwa ada 

kebenaran moral menyeluruh yang dapat diakses melalui 

introspeksi. Selama Renaisans Eropa (abad ke-14 hingga ke-17), 

masa pembaruan intelektual dan budaya yang hebat, gagasan ini 

berkembang pesat.2 Selama Renaissance, pemikir-pemikir seperti 

Thomas Aquinas menggabungkan prinsip-prinsip Hukum Alam 

dengan ajaran-ajaran Kristen, yang menghasilkan suatu pemikiran 

baru yang mencoba untuk menyatukan keyakinan religius dengan 

pemikiran rasional.3 

Rasionalisme adalah posisi filosofis yang menghargai 

pemikiran dan argumentasi rasional dalam mengejar pengetahuan.  

Gagasan ini berkembang pada Abad Pertengahan sebagai 

tanggapan atas pengaruh dogma dan otoritas gereja yang mencekik. 

Pembangunan sistem hukum yang lebih logis dan adil hanyalah 

salah satu contoh bagaimana rasionalisme membantu pertumbuhan 

negara modern.  Sosialisme adalah sistem politik dan ekonomi yang 

mempromosikan kepemilikan bersama dan pengelolaan bersama 

atas alat-alat produksi dan distribusi untuk mendistribusikan 

kembali pendapatan dan kekuasaan secara lebih adil.  Penjelasan 

Karl Marx tentang sejarah sebagai perjuangan kelas antara faksi-

faksi yang berbeda berdampak signifikan pada filsafat sosialis.  

Sosialisme merupakan faktor kunci dalam merumuskan kebijakan 

 

1 Hooker, B. (2019). Natural Law. In The Oxford Handbook of Ethical 

Theory. Oxford University Press., hlm. 53 
2 Skinner, Q. (2000). The Renaissance. In The Oxford Illustrated History of 

Western Philosophy. Oxford University Press.,hlm. 67 
3 McInerny, R. M. (2004). Thomas Aquinas. In The Cambridge Companion 

to Aquinas. Cambridge University Press., hlm.102 
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negara yang menjamin keamanan ekonomi warga negara dan 

persamaan di depan hukum.4 

Ekstensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan 

kebebasan individu dan tanggung jawab personal dalam 

menciptakan makna hidup.5 Ekstensialisme juga memiliki 

hubungan dengan sosialisme, khususnya dalam pemikiran Jean-

Paul Sartre, yang mencoba untuk menggabungkan kebebasan 

individu dengan keadilan sosial.6 Filsafat Realisme Hukum, atau 

Legal Realism, adalah suatu pandangan yang mengkritisi 

pandangan formalis tentang hukum dan berusaha mengungkapkan 

cara-cara di mana hukum bekerja dalam praktik.7 Legal Realism 

dipengaruhi oleh pemikiran rasionalisme dan historis serta 

mengakui bahwa hukum tidak selalu bebas dari kepentingan politik 

dan ekonomi.8 

Secara keseluruhan, konsep-konsep ini saling berkaitan dan 

membentuk suatu jaringan pemikiran yang telah mempengaruhi 

perkembangan politik, ekonomi, dan sosial dalam sejarah manusia. 

Hukum Alam, Renaissance, dan Rasionalisme menciptakan dasar 

bagi masyarakat yang lebih terbuka dan rasional dalam mencari 

kebenaran, serta mendorong perkembangan sistem hukum yang 

lebih adil dan sistematis.9 Sosialisme, sebagai konsep ekonomi dan 

politik, mengambil pemikiran historis dari perjuangan kelas dan 

mempengaruhi pembentukan negara modern yang berkomitmen 

pada pemerataan dan keadilan sosial.10 Sosialisme telah 

 

4 Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. 

Polity Press.,hlm. 55 
5 Flynn, T. R. (2006). Existentialism: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press.,hlm. 82 
6 Sartre, J.-P. (1960). Critique of Dialectical Reason. Verso Books., hlm. 22=23 
7 Leiter, B. (2007). Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal 

Realism and Naturalism in Legal Philosophy. Oxford University Press,hlm. 

34-35 
8 Singer, J. W. (2011). Legal Realism Now. In Law and Legal Theory. 

Cambridge University Press,hlm. 112 
9 Tierney, B. (2004). The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, 

Natural Law, and Church Law,. Wm. B. Eerdmans Publishing,hlm. 1153 
10 Sen, A. (1999). Development as Freedom. Knopf,hlm.4 
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mempengaruhi berbagai gerakan dan kebijakan politik yang 

bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 

inklusif, seperti program jaminan kesehatan, pendidikan gratis, dan 

dukungan bagi kaum yang kurang mampu.11 

Ekstensionalisme, di sisi lain, menghadirkan pandangan 

hidup yang lebih individualistis, menekankan pentingnya hak 

pilihan sendiri dalam menentukan makna keberadaannya.  Namun, 

beberapa ekstensialis, seperti Sartre, berusaha untuk 

menggabungkan ide-ide mereka dengan prinsip-prinsip sosialis 

untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang 

keadilan sosial dan otonomi pribadi.  Terakhir, filosofi realisme 

hukum mengakui bahwa hukum tidak selalu lepas dari 

kepentingan politik dan ekonomi dan menekankan pentingnya 

mengungkapkan cara hukum berfungsi dalam praktiknya.  

Realisme hukum telah memengaruhi argumen tentang peran 

hukum dalam mencapai keadilan sosial dan telah berkontribusi 

pada reformasi hukum yang lebih adil dan transparan.12 

Secara keseluruhan, konsep-konsep Hukum Alam, 

Renaissance, Rasionalisme, Sosialisme, Ekstensionalisme, dan 

Realisme Hukum membentuk sebuah tapestry intelektual yang 

mendefinisikan komposisi masyarakat modern. Meskipun masing-

masing berasal dari paradigma yang berbeda, semuanya mencari 

sintesis antara kebebasan individu dan struktur kolektif. Namun, 

ada ketegangan inheren di antara mereka yang tidak selalu dapat 

diselesaikan. Sebagai contoh, Sosialisme dan Ekstensionalisme 

menawarkan sebuah paradoks; yang pertama mengejar keadilan 

kolektif, sementara yang terakhir memperjuangkan kebebasan 

individual. Kontradiksi ini mencerminkan kompleksitas mendalam 

dari kehidupan manusia, yang di satu sisi berjuang untuk keadilan 

sosial dan di sisi lain untuk otonomi pribadi. 

Dalam konteks hukum, relevansi dari konsep-konsep ini 

menjadi semakin penting karena negara modern adalah amalgam 

 

11 O'Connor, J. S., & Olsen, G. M. (1998). Power Resources Theory and the 

Welfare State: A Critical Approach. Journal of Social Policy, 27(1), hlm. 48 
12 Tamanaha, B. Z. (2010). Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of 

Politics in Judging. Princeton University Press,hlm.112 
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dari prinsip-prinsip ini. Realisme hukum, misalnya, menawarkan 

instrumen untuk merenungkan mengenai bagaimana kekuasaan 

dan politik mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum itu 

sendiri bisa menjadi alat untuk reformasi atau penindasan. 

Sementara itu, Renaissance dan Rasionalisme menawarkan latar 

belakang sejarah tentang bagaimana masyarakat memahami 

hukum sebagai instrumen rasional untuk mencapai keadilan, 

namun sering kali berisiko mengabaikan faktor-faktor emosional 

dan irasional yang juga mempengaruhi keputusan hukum. 

Namun, meskipun konsep-konsep ini mempengaruhi 

perancangan dan interpretasi hukum, penerapan praktisnya sering 

kali lebih kompleks dan penuh dengan kontradiksi. Negara modern 

bisa saja mencoba untuk memadukan antara keadilan sosial dengan 

kebebasan individu, namun sering kali dihadapkan pada dilema 

antara keefektifan administratif dan hak asasi manusia. Oleh karena 

itu, studi hukum yang serius haruslah berusaha untuk memahami 

dan menganalisis ketegangan dan paradoks ini, tidak hanya dalam 

teori tetapi juga dalam praktik. 

Dalam melakukan analisis ini, penting untuk merujuk pada 

literatur akademik dan kasus hukum yang relevan, sebagai validasi 

argumentasi yang dihadirkan. Memahami konteks global juga 

penting, karena konsep-konsep ini telah mempengaruhi hukum 

dan kebijakan di berbagai negara. Oleh karena itu, pendekatan 

interdisipliner dan komparatif akan sangat memperkaya analisis 

ini, memungkinkan untuk menarik konklusi yang lebih matang dan 

terinformasi. 
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BAB 

 1 
HUKUM ALAM 

 

Hukum alam adalah salah satu aliran pemikiran pertama 

dalam sejarah teori hukum. Ada banyak tokoh penting dalam 

perkembangan sejarah kompleks hukum kodrat. Siapa atau apa 

yang bertanggung jawab atas hukum alam? Teori hukum alam 

merupakan salah satu cabang dari filsafat hukum. Dalam konteks 

hukum, "hukum alam" bukanlah alam semesta yang mengembang 

dan berkembang serta semua bagian penyusunnya. Sekolah ini 

telah ada sejak zaman Yunani Kuno, menjadikannya yang tertua di 

dunia. Para filsuf Yunani kuno, yang diilhami oleh pengamatan 

mereka terhadap tatanan alam, memberi hukum tujuan dan arah 

yang tepat.  

Sejak didirikan sekitar 2.500 tahun yang lalu, hukum alam 

telah berkembang dan mengambil banyak bentuk ekspresi. 

Menurut Friedman, asal muasal mazhab ini dapat ditelusuri 

kembali pada pengejaran keadilan yang sia-sia oleh manusia. Di 

sini, "hukum alam" mengacu pada aturan yang berlaku di mana-

mana dan tidak akan pernah berubah..13 

Konsep hukum kodrat bertumpu pada gagasan bahwa 

adalah mungkin untuk menalar jalan seseorang menuju 

pemahaman tentang hakikat makhluk hidup, dan bahwa 

 

13 Lihat dalam Wendy N. Duong, Following The Path of Oil: The Law of the 

Sea or Real 

Politik ² What Good does Law do in the South China Sea Territorial 

Conflicts?, Fordham International Law Journal, April, 2007, hlm. 1098. 

HUKUM ALAM 
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 2 
RENAISSANCE 

 

Sejarawan mengatakan ada banyak tanda bahwa era baru, 

dan cara berpikir baru, telah dimulai. Asumsinya di sini adalah 

bahwa orang Italia terpelajar pada abad ke-15 mulai menemukan 

inspirasi baru dalam zaman klasik, dan lebih khusus lagi dalam 

budaya Yunani dan Romawi kuno. Inilah sebabnya mengapa 

Renaisans dianggap sebagai awal dari zaman modern. (kelahiran 

kembali). Ada banyak perubahan dalam cara hidup orang pada 

waktu itu. Orang-orang di Abad Pertengahan disibukkan dengan 

akhirat dan penebusan manusia di dalam Tuhan, tetapi di zaman 

modern, mereka lebih mementingkan di sini dan saat ini. Renaisans 

didefinisikan oleh penemuan kembali dunia dan kemanusiaan. 

Misalnya, Burckhardt 

Akhir Abad Pertengahan mengantarkan Renaisans, masa 

pertumbuhan dan perubahan besar di seluruh Eropa. Istilah Latin 

renaitre, dari mana kita memperoleh kata "renaisans", dibagi 

menjadi dua bagian: re, yang berarti "kembali", dan naitre, yang 

berarti " kelahiran."Sangat mungkin untuk membaca "Renaisans" 

sebagai "kelahiran kembali" di sini. Renaisans adalah masa dalam 

sejarah Eropa yang terjadi antara abad ke-14 dan ke-17. Periode ini 

menghubungkan Abad Pertengahan akhir dengan Era Modern 

awal. Selama Renaisans, orang-orang mulai lebih menghargai 

moral, estetika, dan nalar. Krisis Zaman Kegelapan di Eropa dapat 

ditelusuri kembali pada penindasan pemikiran bebas, politik, dan 

sosialisasi sesuai dengan teologi gereja pada saat itu. Di antara 

RENAISSANCE 
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BAB 

 3 
RASIONALISME 

 

Secara etimologis Edwards (1967) menelusuri asal-usul kata 

"rasionalisme" ke rasio Latin, yang berarti " alasan."Berdasarkan 

akar bahasa Latin ini, Lacey (2000) mendefinisikan rasionalisme 

sebagai" pandangan bahwa nalar merupakan sumber pengetahuan 

dan pembenaran."Landasan pemikiran rasionalis adalah 

seperangkat aksioma yang dianggap tidak ambigu, tak 

tergoyahkan, dan tidak perlu dipertanyakan lagi dalam pikiran 

manusia. Meskipun pikiran manusia mampu mengetahui gagasan 

tersebut, manusia tidak menemukan gagasan melainkan 

mempelajarinya melalui pengalaman. Ada kemungkinan bahwa 

konsep tersebut sudah " ada " sebagai elemen yang melekat pada 

alam semesta dan pikiran manusia. Posisi rasionalis berpendapat 

bahwa jika intelek mampu memahami prinsip, maka prinsip harus 

benar dan nyata. Tidak ada yang bisa memberikan gambaran 

tentang prinsip tersebut jika tidak benar-benar ada. Karena 

perspektif apriori ini, secara umum disepakati bahwa tidak ada 

prinsip baru yang dapat diturunkan dari pengalaman; sebaliknya, 

pengalaman hanya dapat dipahami berdasarkan prinsip yang 

diberikan. 

Positivisme hukum adalah aliran teori hukum pertama dan 

terpenting yang muncul dari dampak rasionalitas. Auguste Comte, 

cikal bakal positivisme, menginspirasi aliran filsafat hukum ini. 

Filosofi positivisme, seperti halnya Rasionalisme pada umumnya, 

yang diciptakan oleh ren Desc Descartes dengan menggunakan 

metode Ilmu Eksakta, didasarkan pada metode Ilmu Pengetahuan 

RASIONALISME 
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 4 
SOSIALISME 

 

Pada abad ke-19, sosialisme adalah ideologi politik utama di 

seluruh dunia. Namun, mendefinisikan sosialisme bukanlah tugas 

yang mudah. Misalnya, dalam bukunya Political Ideology and the 

Newest Law, Ian Adams menyatakan bahwa, "dari semua ideologi, 

sosialisme mungkin yang paling sulit diuraikan, kesulitan muncul 

dari sulitnya menentukan sosialisme yang 'benar'."Para peneliti 

dalam hal ini akan berusaha untuk memberikan batasan-batasan 

yang jelas mengenai sosialisme yang dimaksud, meskipun terdapat 

berbagai bentuk sosialisme yang telah berkembang, termasuk 

sosialisme Marx-ian, yang memiliki pengaruh yang sangat besar. 

Pertama, kita akan mendefinisikan sosialisme dari perspektif 

etimologis, historis, dan terminologis sehingga Anda dapat 

memahami sepenuhnya filosofi ini. Untuk mendapatkan ciri-ciri 

pemikiran sosialis yang akan menjadi objek analisis utama dalam 

penelitian ini, peneliti selanjutnya akan mencoba menganalisis pola 

umum variasi variasi sosialisme dari ketiga perspektif tersebut. 

Sosialisme, atau sosialisme dalam bahasa Inggris, berasal dari kata 

Prancis untuk "masyarakat sosial", itulah namanya. Istilah 

"sosialisme" diciptakan sekitar tahun 1830 di Prancis. Hak milik 

bersama atas alat-alat produksi merupakan inti dari banyak teori 

sosialis, dengan tujuan akhir untuk mengatur kembali produksi 

SOSIALISME 
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 5 
HISTORIS 

 

Ajaran historisnya adalah bahwa hukum adalah cerminan 

jiwa rakyat, yang oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta, disebut 

"Volkgeist"; hukum berkembang seiring dengan perkembangan dan 

kekuatan rakyat, dan hukum itu musnah ketika bangsa itu tidak ada 

lagi sebagai entitas yang berbeda. Di antara baris Savigny yang 

paling banyak dikutip adalah: ´des Recht wird nicht gemacht, es ist und 

wird met dem volkeµ�92 Oleh karena itu, para pengikut aliran sejarah 

tidak setuju dengan anggapan bahwa hukum muncul entah dari 

mana. Norma-norma masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang 

diberikan daripada dipaksakan. Ini adalah upaya nyata untuk 

meromantisasi masa lalu. Hukum-hukum jiwa rakyat saling terkait 

erat. Satu-satunya hukum yang hidup adalah hukum kebiasaan. 

Satu hal yang membedakan mereka adalah keengganan mereka 

terhadap undang-undang dan aturan formal. Ketika sampai pada 

gagasan hukum sebagai jiwa suatu bangsa, misalnya, Mazhab 

Sejarah Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan dan protagonisnya 

Friederich Carl Von Savigny memiliki sudut pandang yang sangat 

berbeda.93 Keberadaan hukum adat masih kokoh di beberapa 

masyarakat Indonesia, terbukti dari aliran sejarah Von Savigny, 

yang dalam konteks Indonesia mengacu pada hukum adat yang 

 

92 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: suatu kajian filosofis, dan 

sosiologis, Chandra Pratama, Jakarta: 1996, hlm. 285 
93 Muhamad Erwin & Amrullah Arpan , Filsafat Hukum. Mencari Hakikat 

Hukum. Edisi Revisi, Unsri, Palembang: 2008, hlm. 49 

HISTORIS 
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 6 
NEGARA 

Kata "negara" dapat memiliki arti yang berbeda tergantung 

pada bahasa yang Anda gunakan. Ini adalah terjemahan langsung 

dari berbagai kata Eropa Barat, termasuk " staat "(Belanda dan 

Jerman) dan" etat " (Prancis).141 Istilah "negara" mengacu pada 

tingkat organisasi tertinggi di antara konfederasi orang - orang yang 

memiliki seperangkat nilai yang sama, mendiami wilayah yang 

ditentukan, dan diperintah secara independen.142 Masyarakat 

(rakyatnya), Wilayah (tanahnya), dan Pemerintahan yang Berdaulat 

adalah tiga pilar di mana sebuah negara dibangun, dan semuanya 

termasuk dalam pemahaman ini. Konstitusi dan pengakuan 

internasional-yang disebut Mahfud MD sebagai elemen deklaratif-

harus berdiri di belakang ketiga pilar tersebut.143 Ketika membahas 

keberadaan suatu negara, "rakyat" mengacu pada semua individu 

yang hidup di negara tersebut secara setara. Sebuah negara tanpa 

warganya tidak dapat dibayangkan. Ini karena rakyat, atau warga 

negara, adalah fondasi di mana tenaga kerja pemerintah 

dibangun.144 

Tidak ada negara yang dapat eksis tanpa batas wilayah yang 

dapat ditentukan, oleh karena itu ini merupakan komponen penting 

 

141 A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic 

Education), Jakarta: Kencana) 2012), hlm., 120 
142 ibid 
143 Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Kenegaraan, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2001), hlm., 2 
144 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 

1979), hlm., 13 

NEGARA 
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 7 
EKSTENSIALISME 

Ekstensialisme. menjadi (dari bahasa Latin existere, yang 

berarti "muncul, ada, muncul, dan memiliki keberadaan yang 

sebenarnya") juga dieja "keberadaan."292 Kata Latin untuk "menjadi" 

adalah "eksistensi", dan itu berasal dari kata " ex " (artinya "keluar") 

dan "sistere" (artinya "muncul"). Beberapa konsepsi eksistensi 

dipecah menjadi empat kategori. Pada awalnya, yang ada hanyalah 

eksistensi. Kedua, yang nyata adalah eksistensi. Ketiga, eksistensi 

mencakup semua bukti bahwa sesuatu memang ada. Untuk 

keempat kalinya, eksistensi tanpa cacat.293  

Tokoh-tokoh eksistensialisme 

1. Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, opsi yang terbuka untuk 

manusia itu unik. Ada ciri-ciri khas dari kondisi manusia yang 

diekspresikan dalam cara-cara hidup tertentu. Tahapan estetis, 

etika, dan religius merupakan poin-poin yang berbeda dalam 

pendewasaan seseorang sebagai manusia.294 Seiring 

bertambahnya usia Kierkegaard, pemahamannya tentang situasi 

manusia semakin dalam, dan dia menggambarkan 

perkembangan ini. Naiki peringkat dan menjadi lebih kuat. 

Meskipun kecil kemungkinan manusia akan mundur ke 

keadaan eksistensi yang lebih primitif, itu masih mungkin. Ini 

disebut "masa transisi" jika Anda memilih alternatifnya. Di sini, 

 

292  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1997. hlm. 253. 
293 Lorens Bagus (1996). Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. hlm. 183-185. 
294 Bernard Delfgaauw, Sejarah Ringkas Filsafat Barat,terj. Soejono 

soemargono (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), 152. 
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 8 
FILSAFAT REALISME HUKUM (LEGAL REALISM) 

Realisme hukum hadir untuk memberikan solusi atas 

masalah tersebut dengan mengandalkan kritik hukum yang 

berlandaskan logika. Munculnya realisme dapat ditelusuri kembali 

ke penekanan pada pengalaman dan pengamatan langsung 

daripada penalaran abstrak. Empirisme tesis David Hume 

mengilhami aliran pemikiran yang dikenal sebagai realisme 

hukum. Pandangan ini sangat skeptis terhadap informasi yang 

hanya didasarkan pada argumen rasional, seperti yang biasa terjadi 

pada rasionalisme abad ke-18. Empirisme berpendapat bahwa 

konsepsi yang didasarkan pada nalar tidak lengkap dan karenanya 

tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.347 Realisme hukum 

didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah produk dari 

kekuatan sosial dan instrumen kontrol sosial. Dengan demikian, 

realisme dalam hukum kepribadian, masyarakat, ekonomi, dan 

kepentingan perusahaan semuanya dianggap sebagai bagian dari 

bidang studi ini, bukan hanya studi hukum itu sendiri. 348. Oleh 

karena itu, menurut pemahaman ini, konsepsi normatif tentang 

hukum tidak diterima kecuali konsepsi hukum tersebut adalah apa 

yang sebenarnya dilakukan pengadilan dan bagaimana pendapat 

 

347 Indra Rahmatullah, Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep 

dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. Doi 

10.15408/adalah.v5i3.21395. Jurnal.  Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 

Vol. 5, No. 5 (2021). Hlm . 3  
348 Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. Filsafat Hukum, Teori dan 

Praktik. Jakarta: Kencana, 2013. Hlm 129 

FILSAFAT REALISME 
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